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PERATURAN BUPATI BEKASI
NUMD’H xE TRAHUON 2073

TENTANG
POLA TATA KELOLA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BEKASI

o

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa
BUPATI BEKASI,

pahwa dalam meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja
keuangan dan kinerja manfaat rumah sakit pemerintah periu
didukung dengan fieksibilitas manajemen rumah sakit terutama
dalam fleksibilitas keuangan;

bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang MNomor 44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, seluruh rumah sakit
pemerintah diwajibkan dikelola berdasarkan Pola Pengelclaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) maka
diperlukan Pola Tata Kelola Rumah Sakit sebagai peraturan
intermal rumah sakit;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas, maka Pola Tata Kelola
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi tersebut perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

Undang - Undang Nomeor 14 Tahun 1950 tentang
Fembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
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Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);

Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008
Momor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah MNomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 MNomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),;

Peraturan Pemerintah MNomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 150, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah MNomor 78 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
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Peraturan Pemenntah WNomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4737);

Peraturan Pemerintah MNomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nﬂgﬁra Nomor 28
Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PME.02/2006 tentang
Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola,
Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten Dalam
Megen Momor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
159b/Menkes/SK/Per/Il/1988 tentang Rumah Sakit;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

228Menkes/SKAIN2002  tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib
dilaksanakan Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan nomor 772/Menkes/SKNI/2002
tentang Pedoman Peraturan Intermnal Rumah Sakit (Hospital
Bylaws),

Keputusan Menteri Kesehatan nomor 631/Menkes/SK/AVI2005
tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff

Bylaws);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomaor
128Menkes/SK/NVZ008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.07.06MI1M1870/08, tentang Pembernan |zin
Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Dengan Nama
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30. Keputusan Menten Kesehatan Nomaor
493/MENKES/SK/NV2008, tentang Penetapan Tipe Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Milik Pemerintah
Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat,

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
sebagaimana tslah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor B8 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten

Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);

32. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menstapkan | PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG POLA TATA KELOLA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BEKASI

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupali ini yang dimaksud dengan ¢

&
2

3

Daerah adalah Kabupaten Bekasi

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserla perangkat daerah otonom yang lain
sebagai bagian eksekutif dasrah.

Bupati adalah Bupati Bekasi.

Felayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif.

Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi.

Peraturan Pola Tata Kelola Rumah Sakit adalah peraturan yang mengatur
tentang hubungan antara Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai pemilik dengan
pengeiola dan staf medis rumah sakit.

Peraturan Pola Tata Kelola Staf Medis (Medical Staff Bylaws) Rumah Sakit
adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan, hak dan kewajiban dari
direksi dan staf medis di RSUD Kabupaten Bekasi,

Dewan Pengawas adalah pengawas yang melakukan pengawasan pengelolaan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dibentuk dengan keputusan Bupati atas
usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan
yang berlaku.

Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam
Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum
Daerah, yang terdiri atas Direkiur, Kepala Bidang/Bagian, Kepala Sub



W Jststan Fungsonal adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung

@wab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan
esgansasi yang dalam pelaksanaan fugasnya didasarkan pada keahlian dan
= keterampilan tertentu serta bersifat mandini.

'“M Direktur RSUD Kabupaten Bekasi.

42 S medss adaiah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokler gigi spesialis

§=ng bekara purna wakiu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.

Tokoh masyarakat adalah mereka yang karena prestasi dan perilakunya dapat
Shacian contoh / teladan bagi masyarakat.

Peofesi kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya mlalh mendapat
pencidikan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi n'_l-erayram rmasyarakat
@engan usaha pelayanan penyakit dan mental untuk menjadi sehat.

stsiasi  adaiah tempat staf medis menjalankan prﬂfesinya untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat
Sanral. rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiclogi, laboratorium,
mehabditasi medis dan lain — lain.

Felayanan medis spesialistik dasar adalah pelayanan medis spesialis penyakit
asam kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.

BF Pelsyanan medis spesialistik luas adalah pelayanan medis spesialis dasar

‘@e=mbah dengan pelayanan spesialis THT, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin,
antung. paru, radiologi, anesthesi, rehabilitasi medis, patologi klinis, gigi dan
mulut. kedokteran forensik dan medikolegal serta pelayanan spesialis lain sesuai
d@engan kebutuhan,

Petayanan medis subspesialistik luas adalah pelayanan sub spesialisasi yang
ada di pelayanan medis spesialis bedah, kesehatan anak, kebidanan dan
penyakit kandungan, penyakit dalam, telinga, hidung dan tenggorokan, paru dan
‘petayanan sub spesialis lain sesuai dengan kebutuhan.

Homite medis adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal
dan Kelompok Staf Medis (KSM) fungsional Rumah Sakit Umum Daerah

¥abupaten Bekasi.

Sub komite adalah kelompok kerja dibawah komite medis yang dibentuk untuk
mengatasi masalah khusus yang anggotanya terdin dari staf medis di Rumah
Sakit Kabupaten Bekasi.

. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah perangkat rumah sakit yang bertugas
melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu
Direkiur  untuk meningkatkan kinerja manfaat, kinera pelayanan, kinera
keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibifity)
dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bekasi.

Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas
melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas —
tugas staf medis, komite medis dan sub komite khususnya yang terkait dengan
etik dan mutu medis di Rumah Sakit.

PNS adalah Pegawai Negeri Sipil rumah sakit yang selanjutnya disingkat PNS
di Rumah Sakit.



BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Polzs Tata Kelola RSUD Kabupaten Bekasi dirmak;udlu::‘l;hsebagk_tai paraturan ;ia::l:
yang mengatur pemilik, direktur dan tenaga medis ru sakit, yang merupa
pedaman bagi RSUD Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan rumah sakit, dan
pedoman dalam menyusun kebijakan ocperasional rumah sakit.

(@) Pola Tata Kelola REUD Kabupaten Bekasi ditujukan untuk : |
& lercapainya kerjasama yang balk antara Pemerintah Daerah, Pejabat
Pengelola dan Staf Medis;
& t=macunya profesionalisme yang bertanggungjawab terhadap mutu layanan
yang sesuai standar di rumah sakit.

BAE Il
POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT

Pasal 3

Mama rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi,
Sese=dudukan di Jalan Teuku Umar, Cibitung Kabupaten Bekasi Kode Pos 17520.

Bagian Kesatu
Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Nilai-Nilai Dasar

Pasal 4

11} Falsafah rumah sakit adalah :
Profesionalisme, keramahan, integritas tinggi, mutu layanan dan akuntabilitas

marupakan inti terwujudnya pelayanan prima.

2 V=i Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi adalah :
- Rumah Sakit Dambaan Masyarakat Yang Handal Dan Mampu Bersaing”.

3 M= Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi adalah :

a mengembangkan pembangunan gedung rumah sakit sesuai master plan
sacara bertahap, melengkapi peralatan medis dan non medis serta
pengembangan fasilitas-fasilitas umum di rumah sakit agar mampu
memberkan rasa aman dan nyaman, serta menyenangkan bagi para

pelanggan;

b meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada semua lini pelayanan di
rumah sakit dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal, memberikan
pelayanan kesehatan perorangan dengan handal, santun dan meningkatkan
daya saing minimal di wilayah Purwabeka,

¢ mengembangkan pelayanan-pelayanan unggulan yang mampu menjawab
tantangan dan peluang industrialisasi di Kabupaten Bekasi.



Tegsan Strategss -

‘& fesciptanya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi menjadi Rumah

 Sadat dambaan masyarakat,

& roptanya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi yang aman,
my=man, dan menyenangkan;

& sesedianya sumber daya manusia yang memiliki kempetensi standar;

@ =edianya peralatan medis dan non medis yang memadai dalam
meningkatkan akurasi pelayanan sesuai standar,

& sersadianya pelayanan unggulan dalam bidang kesehatan industri;
£ menngkatnya daya saing Rumah Sakit.

M-l Dasar :
Detaen memberikan pelayanan kesehatan, RSUD Kabupaten Bekasi memiliki
=  dasar

memberikan pelayanan prinsip saling percaya antar karyawan harus

organisasi yang solid dan komunikasi yang baik harus

I Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit

Pasal 5

Sumah Sakit berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten

,Hlﬁymg merupakan unsur pendukung Bupati di bidang pelayanan kesehatan

- pesorangan yang dipimpin oleh seorang Direktur, berada di bawah dan
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan,
pemubhan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan
meialul rawat inap, rawat jalan, rawat darurat (emergency) dan tindakan medis,
‘secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan pelayanan pengobatan dan
pencegahan serfa melaksanakan pelayanan rujukan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

13 Unfuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
remah sakit mempunyai fungsi :

& perencanaan rumah sakit, yang meliputi - pelayanan medis, sarana prasarana
penunjang medis dan non medis, administrasi kepegawaian serta keuangan,
dalam rangka pelayanan kesehatan paripurna;

b penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non
meadis, dan pelayanan rujukan medis;

c. penyelenggaraan pengelolaan teknis administrasi tata usaha, administrasi
keuangan dan akuntansi, kepegawaian dan administrasi pengelolaan sarana
dan prasarana rumah sakit;

d penyelenggaraan asuhan keperawatan serta Asuhan Kebidanan;

e penyelenggaraan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga
medis, tenaga perawat fungsional dan non medis yang berstatus Non PNS;

£ penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan tenaga medis,
para rnadis fungsmnal dar‘: tenaga non medis untuk mamanuhl kﬂbutuhan



g penyelenggaraan upaya pemasaran rumah sakit dalam bentuk pemasaran
sosial dan pemasaran umum;

h penyelenggaraan kerasama dengan pihak ketiga untuk pelayanan rumah sakit
melalul sistem kerasama operasi;

i pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi, lembaga/institusi
ferkait dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas.
pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan

: medis, pelayanan non medis dan pelayanan pengelolaan
administrasi dengan menggunakan sistem akuntabilitas.

Bagian Ketiga
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemenntah  Daerah  bertanggungjawab terhadap kelangsungan  hidup.
pengembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh

- masyarakat.

Pemenntah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai

~ =wenangan.

& menstapkan peraturan tentang Rencana Strategis Bisnis, Pola Tata Kelola,
Laporan Pokok Keuangan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit

- beserta perubahannya;
& membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;

¢ memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal
yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;

& menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran (REA),

% Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit rumah sakit yang bukan
kavena kesalahan dalam pengelolaan setelah diaudit oleh auditor independen.

Bagian Keempat
Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 7

9 Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur.

& Jumish anggota dewan pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan
' 1 (satu) orang anggota dewan pengawas dietapkan sebagai ketua dewan
pengawas.

Paragraf 1
Tanggung Jawab, Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Kewenangan

Paszal 8

11} Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretanis Daerah
Kabupaten Bekasi.

{2} Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pengelolaan rumah sakit yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

131 Dewan Pengawas berfungsi sebagai pelaksana yang melaksanakan peran Bupati
dzslam hidann ennawasan dan nembinaan vann danat meniamin cerkembanoan



De=wan Pengawas berkewapban
& memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis
Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengeiola;

& mengikufi perkembangan kegiatan rumah sakit dan memberikan pendapat
serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting
bagi pengelolaan rumah sakit;

© medapockan kepada Bupati tentang kinerja rumah sakit,
' I memberikan masukan kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan rumah

saiit,
s melskukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan malpun non
.w sarta memberikan saran dan catatan - catatan penting untuk
@sndsk lanjuti oleh Direksi rumah sakit,

' § =emonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

Dewen Pengawas berwenang

imi-;sa buku-buku, surat-surat, dan dokumen-dokumen;,

& mesunta penjelasan pejabat pengelola;

& meminta pejabat pengelola dan/atau pejabat lain sepengetahuan pejabat
pengelola untuk menghadin rapat dewan pengawas;

& mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas;

& mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya jika
dperiukan.

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara

- Berkala paling sediki 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

Paragraf 2
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 9

Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur — unsur :

a Pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan rumah
sakit;

b Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah;

¢ Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan rumah sakit,
.

) Pengangkatan angg.utﬂ Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan
pengangkatan Direktur.

13} Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu :

a memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan
kegiatan rumah sakit, serta dapat menyediakan wakiu yang cukup untuk
melaksanakan tugasnya,

b mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pemah dinyatakan pailit
atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris, atau Dewan
Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan
usaha pailt atay orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang
merugikan daerah;,

¢ mempunyal kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya
manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan
publik.




Paragraf 3
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 10

sn anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan
skat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

n Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.

antian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya apabila :
hut melaksanakan tugasnya dengan baik:

ﬂmanahan ketentuan perundang — undangan;

-hhrn tindakan yang merugikan rumah sakit;

paﬂjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan / atau
han yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas
“

Paragraf 4
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 11

pat dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung

=i ran tugas Dewan Pengawas.
. = Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas,

Paragraf 5
Biaya Dewan Pengawas

Pasal 12
ihrﬂ yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan pengawas termasuk

Ketua, Anggota Dewan Pengawas, dan Sekretaris dibebankan pada
iﬁid&ndmuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

Bagian Kelima
Pejabat Pengelola

Paszal 13

Pengelola rumah sakit adalah para pimpinan rumah sakit yang
ngjawab terhadap kinerja operasional rumah sakit yang terdin atas:

B Kepala Bagian TU,

‘& Kepala Bidang Pelayanan;

@ Kepaia bidang Penunjang;

& Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi,




Bagian Keenam
Instalasi Organisasi Pelaksana

Pasal 14

memperlancar penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan
serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk instalasi yang

an unit pelayanan fungsional.
nstalasi ditetapkan dengan keputusan Direktur.

B — —

: | =talasi tidak dapat merangkap jabatan lain.
kan instalasi berada langsung dibawah direktur.

melaksanakan kegiatan operasional pelayanan Kepala Instalasi wajib
asi dengan bidang atau seksi terkait.

sets mstalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional
B &t tenaga non fungsional.

Pasal 15

n dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan
sukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis
Bupati.

Pasal 16

 mstalasi mempunyai tugas dan kewajiban menyusun perencanaan / Strategic
' ‘ = rencana tahunan instalasi, faslitasi pelayanan, memonitor dan
= ssafuasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing — masing.

Bagian Ketujuh
Panitia — Panitia

Pasal 17

1
8 Guna memperlancar dukungan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan
“@an pelatihan serta penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan dibentuk
: itia yang merupakan jabatan fungsional, yang berada langsung
@ibawah Direktur.

2 Pembeniukan panitia-panitia ditetapkan dengan keputusan Direktur.
Panitia dipimpin oleh Ketua Panitia.

' £ Paniia bertugas dan berkewajiban melaksanakan program keselamatan pasien
{patient safety), audit medis, quality assurance, Pencegahan dan
Penanggulangan  Infeksinosokomial, reaksi cepat penanganan bencana,
sreditasi rumah sakit, pengadaan barangfjasa, pemeriksaan barang/jasa, uji
fungsi barang, dan tugas-tugas lain sesuai kebutuhan rumah sakit,

45 Dalam melaksanakan tugasnya panitia berkoordinasi dengan unit-unit lain.



Pasal 18

snbentukan panitia berdasarkan analisis kebutuhan.
an panitia-panitia dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Meteenpok jabatan fungsional terdiri dari sejumiah tenaga fungsional yang terbagi
w berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
kebutuhan dan beban kerja yang ada.

sompok  jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan
ghaten fungsional masing — masing yang berlaku.,

W= dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang—

mgan yang berlaku.
Pasal 20
Rstompok  Staf medis adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis
‘@ssam jabatan fungsional.

Melompok staf medis mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan,
senceqahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan,

endidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
sknologi kedokteran

; B elakaanakan tugasnya, Kelompok staf medis menggunakan pendekatan
8 dengan tenaga profesi terkait.

Bagian Kesembilan
Satuan Pengawas internal Organisasi Pendukung

Pasal 21

Guna membantu Direktur dalam bidang pengawasan internal dan monitoring
 gibentuk Satuan Pengawas Internal.yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan
oheh Direktur.

&) Masa jabatan anggota satuan pengawas internal ditetapkan selama 5 (lima)
~ t=hun, dan dapat diangkat kembali.

| Pasal 22

1) Tugas pokok Satuan Pengawas Internal adalah :
a pengawasan terhadap pelaksanaan dan operasional rumah sakif;
& menilai pengendalian pengelolaan / pelaksanaan kegiatan rumah sakit,
c. memberikan saran perbaikan kepada Direktur.




si Satuan Pengawas Internal adalsh membantu manajemen dalam hal -
uﬂwﬁmmmmmﬂ
mmnﬁ peng-_amanantﬂr'lnh:ﬁha?aan;

@ kebiskan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 23

Gura membantu Direktur dalam mengembangkan dan menjamin mutu pelayanan
— s agar sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit dibentuk Komite Medis.

Medis mempunyai otoritas terlinggi dalam organisasi Staf Medis.

tugas, fungsi, dan kewajiban, serta tanggungjawab dan kewenangan
= Medis diuraikan lebih lanjut dalam Bab Pola Tata Kelola Staf Medis.

s

Pasal 24

. membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Keperawatan dan
s pelaksanaannya, mengatur kewenangan ( previllege ) perawat dan bidan,

gkan pelayanan keperawatan, pembinaan etika profesi keperawatan,
. pendidikan, pelatihan dan penelitan serta mengembangkan ilmu
n dan teknologi keperawatan, maka dibentuk Komite Keperawatan.

Pasal 25

plie Keperawatan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Direktur.
Komite Keperawatan terdiri dari seorang ketua, seorang sekretans dan
sa sub komite yang seluruhnya merangkap anggota.

Pasal 26

» menalankan tugasnya Komite Keperawatan wajib menjalin kerjasama yang
: dengan Komite Medis, Manajemen Keperawatan dan instalasi terkait.

Bagian Kesepuluh
Tata Kerja

Pasal 27

melaksanakan tugasnya E'Htlap pimpinan satuan organisasi di lingkungan
sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi
m ﬁ.u'wﬂﬂnﬂ-' approach secara vertikal, horizontal dan diagonal baik
nya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 28

pirwﬂn satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing- masing
5 terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperiukan
ﬂmgﬂn ketentuan dan peraturan yang berlaku.




ss=o pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan
@wahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas

Pasal 30

pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan
awab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada

Pasal 31

Lsooran yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib
Sokah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.

Pasal 32

Bagian/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi,
Instalasi wajib menyusun Strategic Action Plan (SAP) dan wajib
saikan laporan berkala kepada atasannya.

Pasal 33

menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan
lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara
anal mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

=m melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh
a unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan
nnaan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kesebelas
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 35

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas
mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara
ssntitatit dan kualitatif untuk mendukung percapaian tujuan organisasi secara efisien
dan efektif



Pasal 36

swai rumah sakit ferdin dari pegawai PNS dan Non PNS,

smaan pegawai rumah sakit PPK-BLUD adalah sebagai berikut :

2 untuk pegawai yang berstatus PNS dilakukan sesuai dengan peraturan dan

Hﬁtﬂn yang berlaku;
Non PNS dilskukan mekanisme penerimaan pegawali

4 mn peraturan dan ketentuan yang berlaku,

3, Kerja Sama Operasional (KSO), magang, atau cara — cara lain
eﬂuﬂ -:}a,n efisien dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan

_'__be-r-lnku.
-hing pegawai dilaksanakan berdasarkan kebutuhan tenaga yang

sleh Direktur dan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
= ketentuan yang berlaku.

na operasional dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dilakukan oleh
dengan pihak ketiga.

Bagian Keduabelas
Remunerasi

Pasal 37

;—:' stat pengelola rumah sakit, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas
mwal rumah sakil dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat
q jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperiukan.

i sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja
:ip&t berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi,
, dan / atau pensiun.

arasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas
ana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.

Ssiem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk rumah sakil
 detapkal dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 38

-

Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum
- yang diberikan oleh rumah sakit, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal

~ pumah sakit dengan peraturan Bupati.

&) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan cieh
pampinan rumah sakit.

3 Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
mempertimbangkan jenis dan mutu pelayanan.



Pasal 39
‘ sdar Pelayanan Minimal harus memperhatikan dimensi mutu layanan sebagai

atan dan Keamanan,

anan;
i

gan Pelayanan;
soetensi Teknis,
TR A antar Manusia.
Bagian Keempatbelas
Pengelolaan Keuangan

Pasal 40

slaan keuangan rumah sakit berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi dan
witas dengan berazaskan akuntabilitas dan transparasi.

Pasal 41

Setam rangka penerapan prinsip dan azas sebagaimana ketentuan pada Pasal 40
maa calam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual
SAK) dan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Pasal 42

% dari pemerintah untuk pembiayaan rumah sakit dapat berupa biaya pegawai,
pengadaan barang dan jasa serta biaya modal.

Bagian Kelimabelas
Tarif Layanan

Pasal 43

1) Rumah sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas
‘barang dan / atau jasa layanan yang diberikan.

. mbalan atas bardng dan / atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya
satuan per unit layanan.

% Tanf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menutup seluruh atau sebagian
~ dan biaya per unit layanan.

$4) Tarf layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif
 gan [ atau pola tarif sesuai jenis layanan rumah sakit.

Pasal 44

" {1) Tarif layanan rumah sakit diusulkan oleh Pimpinan rumah sakit kepada Bupati
melalui Sekretans Daerah.

{2) Tarf layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

{3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli
masvarakat. serta kompetisi vang sehat.



Bagian Keenambelas
Pendapatan dan Biaya
Pasal 45

2 rumah sakit dapat bersumber dan

'I"-.
¥

a dengan pihak lain,

¥

R
=

BN dan,
s — fain pendapatan rumah sakit yang sah.

Pasal 46

patan rumah sakit yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan
i #emleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

enciapatan rumah sakit yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat
Hmh tidak terikat.

| kerasama dengan pihak lain dapat berupa perclehan dari kerjasama
sperasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan
Rangsi rumah sakit.

apatan rumah sakit yang bersumber dari pendapatan yang berasal dan
i kredit anggaran pemerintah daerah bukan dar kegiatan pembiayaan
n Pendapatan dan Belanja Daerah (APED).

Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Megara (APBN) dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam
mmangka pelaksanaan dekonsentasi dan / atau tugas pembantuan dan lain — lain.

m sakit dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan / atau tugas
 pembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah
berdazarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APEN.

Lan - lain pendapatan rumah sakit yang sah sebagaimana dimaksud pada

- Pasal 45 huruf f, antara lain;

~ 2 hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

b hasil pemanfaatan kekayaan;

C j@sa giro;

d. pendapatan bunga;

& keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,

f Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau
pengadaan barang dan/atau jasa oleh rumah sakit;

g. hasil investasi.

Pasal 47

{1) Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 kecuali
yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai
pengeluaran rumah sakit sesuai RBA.

{2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan sesuai
peruntukkannya.




gruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf a,
Bwruf b, huruf ¢, dan huruf f, dilaksanakan mefalui rekening kas rumah sakit
&=n dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis

sin pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan rumah

uh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dilaporkan kepada
sat pengelola keuangan daerah sefiap triwulan,

at laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4}, sesuai dengan
an yang berlaku.

Pasal 48

rumah sakit merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.

+= operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya
3 menjadi beban rumah sakit dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi,

s non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh
3 yang menjadi beban rumah sakit dalam rangka menunjang pelaksanaan
5 dan fungsi,

Baya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk
membiayal program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan
Fl:h.liung pelayanan.

| Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
‘Salokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

iy

Pasal 49

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), terdiri dari :

a Biaya pelayanan;
b Biaya umum dan administrasi.

Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup
seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan

petayanan.

Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan
kegiatan pelayanan,

4} Bisya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :

a biaya pegawai,

b. biaya bahan;

c. biaya jasa pelayanan,

d_ biaya pemeliharaan;

& biaya barang dan jasa;

f biaya pelayanan lain - lain.

e

{5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari ©
a. biaya pegawai;
b. biaya administrasi kantor,
c. biaya pemeliharaan;
d. biaya barang dan jasa;
&. biaya promaosi;



# pengeluaran biaya rumah sakit yang bersumber sebagaimana dimaksud
=al 48 dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD]

r mmﬂ biaya rumah sakit yang bersumber sebagaimana dimaksud
 we=t (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampir
=n Surat Pemyataan Tanggungjawab {SPTJ).

@ SPTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan
suaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan yang

Pasal 52

getuaran biaya rumah sakit diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan
e k=giatan pelayanan.

@== pengeluaran biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
gan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan
shan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara

sbait=s pengeluaran biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
; Beriaky Lntuk biaya rumah sakit yang berasal dari pendapatan selain dari
APBD dan hibah terikat.

Pasal 53
arc batas RBA sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2). ditetapkan

==n besaran persentasa.

saran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan
) hangkan fluktuasi kegiatan operasional rumah sakit.

ssaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA
. Daftar Pelaksananaan Anggaran (DPA) rumah sakit oleh PPKD.

= ambang batas tertentu sebagaimana pada ayat (1), merupakan
Jesbwtuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat
- dpertangg! ngjawabkan.

Bagian Ketujuhbelas
Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 54

N
| Pengelolaan sumber daya lain yang terdin dari sarana, prasarana, gedung, jalan

-

" @i=kukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

0 n sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan
" emmetimal munnokin untuk  kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran



dan Limbah Rumah Sakit

Dwrmicty menunjuk pejabat yang mengelola lingkungan rumah sakit antara lain

Rungan fisik, kimia, biologi serta pembuangan limbah yang berdampak pada
s=ahatan lingkungan internal dan eksternal serta halaman, taman, dan lain-lain
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ae Pokok Pengelola Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit maliputi
.2 limbah dan sampah, pengawasan dan pengendalian
ewerangga, sistem pengelolaan lingkungan fisik dan biologi rumah sakit
adiakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan
angembangan di bidang penyehatan lingkungan rumah sakit.

e Pengelola Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit.
senvehatan ruang dan bangunan rumah sakit.
. ayehatan makanan dan minuman;
=hatan air bersih dan air minum;
auan pengelolaan linen;
gelolaan sampah;
sandalian serangga dan binatang pengganggu,
g sesinfeksi dan sterilisasi ruang,
. pengelolaan air limbah;
 wpaya penyuluhan kesehatan lingkungan,

|
=
5

Bagian Kesembilanbelas
Prinsip Tata Kelola

Pasgal 56

sah sakit beroperasi berdasarkan tata kelola atau peraturan internal, yang
gemuat antara lain :

& Struktur organisasi;

& Prosedur kefja;

& Pengelompokkan fungsi yang logis;

@ Pengelolaan sumber daya manusia.

_"::" kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhafikan prinsip antara
‘& Transparansi;

b Akuntabilitas’

& Responsibilitas;

@ Independensi.

Pasal 57

| Strukiur organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf a
menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab dan
wewenang dalam organisasi.

§ Prosedur kefja sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf b
mengaambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi



ansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2} huruf a, merupakan
s keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar
wmasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.

miitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf b, merupakan
fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada rumah sakit agar
a dapat dipertanggungjawabkan.

as sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf c,
can kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap
 yang sehat serta perundang - undangan.

e

=i sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf d, merupakan
pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan
gan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
peraturan perundang — undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

ntabilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) dwujudkan dalam perencanaan,
asi dan laporan pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan,

gan kerja dalam organisasi, manajemen SDM, pengelolaan asetdan
=n pelayanan.

BAB IV
POLA TATA KELOLA STAF MEDIS

Pasal 59

M=anggotaan staf medis merupakan previllege yang dapat diberikan kepada
~ gokler yang secara terus menerus mampu memenuhi kualifikasi, standar
kompetensi dan persyaratan yang ditentukan.

Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa membedakan
fas, agama, warna kulit, jenis kelamin, keturunan, status ekonomi dan pandangan

politisnya.
Pasal 60

Umiuk dapat bergabung dengan rumah sakit sebagai staf medis maka dokier atau
‘gokter gigi harus memiliki standar kompetensi yang dibutuhkan, Surat Tanda
‘Registrasi (STR) dan Surat ljin Praktik (SIP), kesehatan jasmani dan rohani yang baik
8 untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta memiliki perilaku dan
muwal yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.



WMhW kembali Staf Medis rumah sakit
giakukan oleh divekiur dengan pertimbangan dari Komite Madis.

Keanggotsan staf medis diterma sebagamana dimaksud pada ayat (1),
@@ndakianjuti dengan sural perjanjian (confractual agreement).

Bagian Kedua
Kategori Staf Medis

Pasal 62
f medis yang telah bergabung dengan rumah sakit dikelompokkan ke dalam

- Staf medis organik, yaitu dokter yang direkrut oleh pemerintah dan bergabung

‘gengan rumah sakit sebagai pegawai tetap, berkedudukan sebagai sub ordinat

- yang bekerja untuk dan atas rumah sakit serta bertanggungjawab kepada lembaga
Eersebut

& Siaf medis mitra, yaitu dokter yang bergabung dengan rumah sakit sebagai mitra
berkedudukan sederajat dengan rumah sakit, bertanggungjawab secara mandin
‘=erta bertanggung gugat secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku di
rumah sakit;

& Staf medis relawan, yaitu dokter yang bergabung dengan rumah sakit atas dasar
ksinginan mengabdi secara sukarela, bekerja untuk dan atas nama rumah sakit,
dan bertanggungjawab secara mandiri serta bertanggung gugat sesuai ketentuan
yang berlaku di rumah sakit;

@ Staf medis tamu yaitu dokter dari luar rumah sakit yang karena reputasi dan atau
keahliannya diundang secara khusus untuk membantu menangani kasus — kasus
yang tidak dapat ditangani sendini oleh staf medis yang ada di rumah sakit atau
untuk mendemonstrasikan suatu keahlian tertentu atau teknologi baru.

Pasal 63

Lama masa kerja sebagai staf medis rumah sakit adalah sebagai benkut :
2 Untuk staf medis arganik adalah sampai yang bersangkutan memasuki masa
pensiun sesuai peraturan perundang — undangan yang berlaku:

b Untuk staf medis mitra adalah selama 2 ( dua ) tahun dan dapat diperpanjang
kembali untuk beberapa kali sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi
persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit,

¢ Untuk staf medis relawan { voulenteer ) adalah selama 1 ( satu ) tahun dan dapat
diperpanjang kembali untuk beberapa kali sepanjang yang bersangkutan masih
memenuhi semua persyaratan

Paszal 64

Dokter spesialis konsultan adalah dokier yang karena keahliannya direkrut oleh rumah
sakit untuk memberikan konsultasi (yang tidak bersifat mengikat) kepada Kelompok
staf medis lain yang memeriukannya dan oleh karenanya ia tidak secara langsung
menangani pasien. Kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya sera
mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang — undangan.



s di instalasi gawat darurat adalah dokter umum yang memberikan
& instalasi gawat darurat sesuai dengan penempatan dan/atau tugas yang

e oleh rumah sakit. Kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya sera
e hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

peserts pendidikan dokter spesialis adalah dokter yang secara ash diterima
g= peserta program pendidikan dokter spesialis, serta memberikan pelayanan
dalam rangka pendidikan, Kualifikasi sesuai dengan kompetensi
wa serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan

1 L 4

Bagian Ketiga

Kewenangan Klinik
Pasal 68

5 dokter yang diterima sebagai staf medis rumah sakit diberikan
swenangan klinik (clinical privilege) oleh Direkiur setelah memperhatikan
swomendasi dari komite medis.

mentuan kewenangan klinik didasarkan atas jenis jjazah ! sertifikat yang diakui
k=t masing-masing organisasi profesi berdasarkan hasil krendensial sub komite
sdensial di rumah sakit.

hal kesulitan menentukan kewenangan klinik, komite medis dapat meminta
asi atau pendapat dari kolegium terkait,

Pasal 69

san klinik sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 akan dievaluasi terus
serus untuk ditentukan apakah kewenangan tersebut dapat dipertahankan,
sz dipersempit atau bahkan dicabut.

Pasal 70

Datam hal menghendaki agar kewenangan kliniknya diperluas maka staf medis
~ yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Direktur dengan
menyebutkan alasannya serta melampirkan bukti berupa sertifikat pelatihan yang
@akui oleh organisasi profesi dan/atau pendidikan yang dapat mendukung

pesmohonannya.

2 Dwekiur berwenang mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana
@emaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan rekomendasi komite medis.

3 Mp permohonan perluasan kewenangan klinik yang dikabulkan atau ditolak
" harus dituangkan dalam surat keputusan Direktur dan disampaikan kepada
pemohon dan ditembuskan kepada komite medis.




matan di luaf
yang bersangkutan memiliki

hal staf madis dinilai kurang mampu atau melakukan tindakan klinik yang

sesum dengan standar pelayanan sehingga diduga dapat menimbuikan

e darvatau kematian maka komite medis dapat melakukan penelaahan

1 san melalui tim audit medik.

At medes sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah audit yang dilakukan
= KSM yang bersangkutan dan/atau tim audit medis rumah sakit.

m audit medik terdini dari dokter spesialis sebagal ketua tim, manajemen
sskretaris dan tenaga rekam medis serta ketua K.SM sebagai anggota.

sudit medik memiliki masa kerja selama 3 (tiga) tahun dan ditetapkan
sarkan surat keputusan direktur rumah sakit.

penelfian kasus belumftidak dapat diselesalkan ditingkat tim audit medis
penyelesaian penelitian dilakukan oleh komite medis.

Pasal T4

hasil penelaahan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 73
- an kebenaran penilaian maka komite medis dapat mengusulkan

4 Direktur untuk diberlakukan sanksi berupa sanksi administrasi.

_ rakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus difuangkan
] pentuk surat keputusan Direktur dan disampaikan kepada staf medis yang
4 Tkutan dengan tembusan kepada komite medis.

) Dalam hal staf medis tidak dapat menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) maka yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis
Safam waktu 15 (lima belas) har sejak diterimanya surat keputusan, untuk
setanjutnya Direktur memiliki waktu 15 (lima belas) hari untuk menyelesaikan

\sencan cara adil dan seimbang dengan mengundang semua pihak yang terkait.
‘Senyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

Bagian Kelima
Pengorganisasian Kelompok Staf Medis

Pasal 75

dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di unit — unit pelayanan rumah
et termasuk unit - unit pelayanan yang melakukan kerjasama operasional dengan
et sakit, wajib menjadi anggota staf medis dan berada dibawah koordinasi komite

5
==



‘melsksarakan hgss maks S meds Skelompokkan sesud DOaNG
= arya #au menend cars kan besdasarkan perimbangan

"--

e ety T s

oy . medis minemal ferdn atas 2 (dua) orang dokter dengan

sn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi

m ntuk kelompok staf medis yang terdiri atas dokter dengan
s berbeda dengan memperhatikan disiplin iimu atau tugas dan

i

\ Pasal 77

-.-‘_"" medis rumah sakit adalah sebagai pelaksana pelayanan medis,
Sk dan pelatinan serta penelitian dan pengembangan di bidang medis.

Pasal 78

siaf medis rumah sakit adalah

. -= kegiatan profesi yang komprehensif meliputi promotif, preventif,
ar rehabinatit

rekam medis sesuai fakta, tepat waktu dan akurat;

kemampuan profesi melalui program pendidikan atau pelatihan

e

‘agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan medis
= = ia kedokteran,

eoyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan
ikstor mutu kiinik;

piak=anakan program keselamatan pasien (patient safety).

= -

Pasal 79

yawab kelompok staf medis rumah sakit adalah:

an rekomendasi melalui ketua komite medis kepada Direktur terhadap
penempatan dokter baru di rumah sakit untuk mendapatkan surat

ukan evaluasi atas tampilan kinerja praktik dokter berdasarkan data yang

“arikan rekomendasi melalui ketua komite medis kepada Direktur terhadap

wermohonan penempatan ulang dokter di rumah sakit untuk mendapatkan surat

‘keputusan Direktur;

. Memberikan kesempatan kepada para dokier untuk mengikuti pendidikan

eadokieran berkelanjutan;

. Memberikan masukan melalui ketua komite medis kepada Direktur mengenai

~ habhal yang berkaitan dengan praktik kedokteran;

 Memberkan laporan secara teratur minimal sekali sefiap tabun melalui ketua

komite medis kepada Direktur atau Wakil Direktur Pelayanan tentang hasil

‘pemantauan indikator mutu klinik, evaluasi kinerja klinik, pelaksanaan program

pengembangan staf, dan lain — lain yang dianggap periu;

Meiskukan perbaikan standar prosedur operasional serta dokumen — dokumen

yang terkait.




siompok staf medis dipimpn oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya
Sompok staf medis adalah dokter organik;

semilihian ketua kelompok ctaf medis diatur dengan mekanisme yang disusun oleh
e medis Proses pemilihan ini wajib melibatkan komite medis dan Direktur
wman sakil. Setelah proses pemilihan ketua kelompok staf medis selesai, maka
enetapan sebagai Ketua Kelompok Staf Medis di sahkan dengan Surat Keputusan
Diesktur Rumah Sakit

Mes= bakti ketua kelompok staf medis adalah minimal 3 (tiga) tahun dan dapat

i k=mbali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya;
Metua KSM tidak dapat merangkap jabatan sebagai kepala instalasi dan jabatan

Pasal 82

Pensiaian kinerja  yang bersifat administratif, misalnya mengenai disiplin
~ kepegawaian, motivasi kerja dan lain sebagainya dilakukan oleh Direktur rumah
i

) Evaluasi yang menyangkut keprofesian, misalnya audit medis, peer review,
~ @siplin profesi, proctoring, etika profesi dan lain sebagainya dilakukan oleh komite
medis.

) Berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) staf medis yang memberikan pelayanan medis
di unit kerja tertentu secara fungsional profesi tetap menjadi tanggung
@wab komite medis khususnya dalam pembinaan masalah etk, mutu dan
‘pengembangan iimu. Secara management administratif di bawah kepala instalasi.

Bagian Keenam
Komite Medis

Pasal 83

funa membantu rumah sakit dalam mengembangkan mutu layanan kesehatan

' whasis keselamatan pasien maka dibentuk komite medis, yang merupakan satu —
satunya wadah profesional di rumah sakit yang memiliki otoritas  tertingai  dalam

 sraanisasi staf medis.

Pasal 84

Komite medis pembentukannya ditetapkan dengan surat keputusan Direktur dengan
masa kerja selama 3 ( tiga ) tahun, berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab

kepada Direktur,




=k ._ _t-miuﬁmd;anwakﬂkaMakﬂmne medis adalah :
eyl kradibiitas yang tinggi dalam profesinya;

1_'3"' masai s=gi imu profesinya dalam jangkauan, ruang
Peaa terhiadar perkembangan perumah sakitan;
Seesiiat ierbuka, bijaksana dan jujur,

kepribadian yang dapat diterima dan disegani di lingkungan

lingkup, sasaran dan

swirryai integritas keilmuan dan etika profesi yang tinggi.

= s

Pasal 87

sesyaratan sekretaris komite medis adalah |

‘Sekretans komite medis dipilih oleh ketua komite medis;

tare komite medis dijabat oleh seorang dokter organik;

Dafam menjalankan tugasnya, sekretaris komite medis dibantu oleh tenaga
= wistrasistal EH-"EFE{EHE-’EPUH'IHWEHU.

.

Pasal 88
popota komite medis terdin dari semua kelompok staf medis.
Pasal 89

gsi komite medis adalah sebagai pengarah (steering) dalam pemberian pelayanan
yang rinciannya adalah sebagai berikut |

Membantu Direktur menyusun standar pelayanan medis dan memantau

pelaksanaannys,

. Membina etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;

- Mengatur kewenangan klinik masing — masing kelompok staf medis;

£ Membantu Direktur menyusun peraturan Pola Tata Kelola staf medis ( Medical
Siaff By Laws | serta memantau pelaksanaannya,

Membantu Direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan

medikolagal,

Melakukan koordinasi dergan Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan

pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf med:s;

¢ Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan

pengembangan dalam bidang medis;

Melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis;

Memberikan laporan kegiatan kepada Direktur,
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ey oG e yanan medis dan mengarahkan pelayanan medis sesuai

wangani hal-hal yang berkaitan dengan etika profesi kedokteran serta
iau dan menilal pelaksanaan konsep etika profesi dalam semua aspek

medis;

wartu direktur dalam menyusun kebijakan baku standar pelayanan medis

w=ng harus dilaksanakan oleh semua KSM serta mengupayakan pengembangan

pelayanan serta memantau pelaksanaanya.

Pasal 91
%= medis bertanggung jawab kepada Direktur meliputi hal — hal yang berkaitan

Mty pelayanan medis;
Pembinaan etik kedokteran;

Pasal 92

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya maka kepada Komite Medis
perkan kewenangan:
~ Memberikan usulan rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis;

' Memberikan pertimbangan rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan
 alat medis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan;

- Monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis;

~ Monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan alat kedokteran;
s Membina etika dan membantu mengatur kewenangan klinis;

*  Membentuk tim klinis lintas profesi;

s Memberikan rekomendasi kerjasama antar institusi.

Pasal 93

ajiban komite medis adalah :
Menyusun rancangan peraturan Tata Kelola staf medis (Medical Staff By Laws ),

Membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis, standar prosedur
operasional dibidang manajerial dan administrasi serta bidang keilmuan, profesi,
standar profesi dan standar kompetensi;

Membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan, dan pelaporan indikator
mutu klinik;

Melakukan pemantauan mutu klinik, etka kedokteran dan pelaksanaan
pengembangan profesi medik;

& Menerapkan program keselamatan pasien (patient safety).



_.; Sl s s ditakukan sekali setiap bulan;

Shukan sewakiu — waktu guna membahas masaiah yang sangat

e e B

Rapat tahunan ditakukan sekali dalam satu tahun;
Rapat dipimpin oleh ketua atau yang mewakili berdasarkan kesepakatan para

’iﬁlﬂkan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) KSM.

Pasal 95

% Rapat rutin komite medis dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan.

2 Rapat komite medis dengan semua kelompok staf medis dan atau dengan semua
- kenaga dokter dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (sat } bulan

) Rapat komite medis dengan Direktur rumah sakitWakil Direktur Pelayanan
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan.

Setiap undangan rapat rutin yang disampaikan ketua harus dilampir dengan salah
satu salinan risalah rapat vang lalu.

Pasal 96

Rapat khusus diadakan dalam hal

a Adanya permintaan yang ditanda tangani oleh paling sedikit 3 ( tiga ) anggota
staf medis dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sebelumnya;

b. Adanya keadaan/situasi tertentu yang mendesak untuk segera dilaksanakan
rapat komite medis.

%) Undangan rapat khusus harus disampaikan oleh Ketua kepada peserta rapat
paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilaksanakan.

3] Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan spesifik,

- #4) Rapat khusus yang diminta untuk anggota staf medis sebagaimana diatur dalam
ayat (1) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat
permintaan tersebut.

Pasal 97

(1) Rapat tahunan kelompok staf medis dan atau komite medis diselenggarakan
1 {satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

{2) Ketua menyampaikan undangan tertulis kepada anggota dan laporan lain paling
lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diselenggarakan,
Pasal 98

Setiap rapat dinyatakan sah apabila undangan telah disampaikan secara pantas
kecuali seluruh anggota yang berhak memberikan suara menolak undangan tersebut.
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o hak ketua dan waikd ketua berhalangan hadir dalam suatu rapat dan kuorum
= tercanal maka anggota staf medis dan/atau komite medis dapat memilih pejabat

Pasal 101

‘Rapat kelompok staf medis dan/atau komite medis dapat dilaksanakan apabila
 kworum tercapai.

% Kuorum dianggap tercapai apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumiah
 k=lompok staf medis.

% Datam hal kuorum tidak tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang

felah ditentukan maka rapat ditangguhkan untuk ditanjutkan paling lambat
& (enam) hari kerja berikutnya.

Dialam hal kuorum tidak juga tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu yang
telah ditentukan pada rapat berikutnya, rapat tetap dilanjutkan dan segala
keputusan yang terdapat pada risalah rapat disahkan dalam rapat anggota
kelompok staf medis dan/atau komite medis.

Pasal 102

Setiap masalah yang diputuskan melalui pemungutan suara dalam rapat
kelompok staf medis dan/atau komite medis yang ditentukan dengan mengangkat
tangan atau bila dikehendaki oleh para anggota kelompok staf medis danfatau
komite medis, pemungutan suara dapat dilakukan dengan amplop tertutup.

{2) Keputusan rapat kelompok staf medis dan atau komite medis didasarkan pada
suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara.

(3) Dalam hal jumiah suara yang diperoleh adalah sama maka ketua atau wakil ketua
_berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara kedua kalinya.

(4) Perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota kelompok staf medis dan/atau
komite medis yang hadir pada rapat tersebut.

Pasal 103

(1) Direktur rumah sakit dapat mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap
keputusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya dengan
gyarat usul perubahan atau pembatalan tersebut dicantumkan dalam
pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana yang ditentukan dalam
peraturan ini.

(2) Dalam hal khusus perubahan atau pembatalan keputusan Direktur rumah sakit
tidak diterima dalam rapat tersebut, maka usulan tersebut tidak dapat diajukan
lagi dalam kurun waktu tiga bulan terhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebut,



Bagian Ketujuh
Sub Komite

Pasal 104

Komite medis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sub komite, yang terdiri

Sub komite Kredensial dan Proctoring,

Sub komite Peningkatan Mutu Pelayanan, Penelitian dan Pengembangan;
Sub komite etika dan disiplin profesi;

Sub komite Farmasi, terapi dan alat kesehatan;

iib komite Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Nosokomial;

Sub Komite rekam medis;

Sub Komite Akreditasi Rumah Sakit.

g
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Pasal 1056

Fembentukan sub komite ditetapkan oleh Direktur dengan masa kerja 3 ( tiga ) tahun
atas usulan ketua komite medis setelah memperoleh kesepakatan dalam rapat komite
medis.

Pasal 106

Susunan organisasi sub komite terdin dari :
a Ketua;

‘b. Sekretaris; dan

¢ Anggota.

Pasal 107

Tugas dan tanggungjawab sub komite kredensial dan Proctoring adalah :

a. Membuat persyaratan dan prosedur penerimaan calon tenaga medis yang
melamar untuk bekerja sebagal tenaga medis fungsional di RSUD Kabupaten
Bekasi;

b. Mengawasi dan menekankan secara utuh pemahaman Hak dan Kewajiban dokter
_dan memperhatikan Hak dan Kewajiban Pasien dalam melakukan semua
‘prosedur pelayanan medis di RSUD Kabupaten Bekasi;

c. Bersama-sama dengan Sub-Komite Peningkatan Mutu Pelayanan Medis-
Penelitian dan Pengembangan dalam menetapkan Pedoman Kewenangan
Profesi untuk tiap KSM.

d. Meninjau data rekam jejak tenaga medis yang melamar untuk menjadi tenaga
medis fungsional di RSUD Kabupaten Bekasi sebagai salah satu data dasar yang
penting dan diperiukan datam melakukan Proses Kredensial;

e. Melakukan Kredensial bagi calon tenaga medis di RSUD Kabupaten Bekasi dan
membuat rekomendasinya kepada Ketua Komite Medik dan Direktur;

Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan;

. Membuat laporan secara tertulis semua kegiatan Sub-Komite Kredensial dan
Proktoring Kepada Ketua Komite Medik pada akhir tahun,

= -



n dan Penangguiangan Infeksi

- -

infeksi yang teradi selama dalam

& Meningkatkan upaya penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarganya;
& Meiakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan,

. Membuat ran secara tertulis semua kegiatan Sub-Komite Pm:agahan dan
' mmﬁ;an infeksi Nosokomial Kepada Ketua Komite Medik pada akhir
tahun.

Pasal 109

Tugas dan tanggungjawab Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi :

& Melakukan pengawasan terhadap masalah yang diduga terjadi pelanggaran Etika
Profesi serta secara aktif terus melaksanakan pembinaan Etika dan disiplin
Profesi;

b Meilakukan kajian dan investigasi pada dugaan pelanggaran Etika dan Disiplin
Profesi dan merekomendasi sanksi yang adil, tepat dan sesuai pada dugaan
pelanggaran Efika dan Disiplin Profesi;

¢ Melaksanakan Review Kasus dengan dugaan pelanggaran Etlka dan Disiplin
Profesi;

@ Bersama dengan Sub-Komite Kredensial melakukan penilaian kepribadian dan
watak yang berpotensi menimbulkan pelanggaran Etika Profesi pada proses
seleksi calon tenaga fungsional;

e Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan;

Membuat laporan secara terfulis semua kegiatan Sub-Komite Etika dan Disiplin
Profesi kepada Ketua Komite Medik pada akhir tahun.

Pasal 110

Tugas dan tanggungjawab Sub Komite Farmasi, Terapi dan Alat Kesehatan :

a. Menyusun formularium dan tatalaksananya berdasarkan mutu layanan dengan
pendekatan evidence-base medicine;

b. Menyusun Sistem Tatalaksana Farmakoterapi RSUD Kabupaten Bekasi yang
efektif dan efisien;

¢. Monitoring upaya penggunaan obat secara rasional yang sesuai dengan
kebutuhan serta mempromosikan konsep terapi rasional pada semua anggota

Komite Medik;
d. Membuat Standar Terapi bakerja sama dengan semua KSM;
e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan;

f. Membuat laporan secara tertulis semua kegiatan Sub-Komite Farmasi, Terapi &
Alat Kesehatan kepada Ketua Komite Medik pada akhir tahun.



= ™ peskan atau upaya yang dapat meningkatkan Mutu Pelayanan
Medik bersama dengan saluruh KSM;

. Mﬁmm yang dapat digunakan sebagai Indikator Mutu Pelayanan Medis

dalam Penflaian Fungsi Pelayanan Medis di RSUD Kabupaten Bekasi secara Self
- s |
Membuat agenda Presentasi Kasus Sulit / Kasus Bermasalah, Kasus Kematian
(Death Case) dan Pembacaan Jumal Kedokteran (Journal Reading),

Bersama sama dengan Sub-Komite Kredensial menetapkan Pedoman
Kewenangan Profesi;

Membuat agenda pendidikan dan pelatinan (Kongres, Workshop dan Pelatihan
Waiib ATLS, ACLS), Spesialisasi atau Subspesialisasi untuk anggota KSM;
Meiakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan,

Membuat laporan secara tertulis semua kegiatan Sub-Komite Peningkatan Mutu
Pelayanan-Penelitian dan Pengembangan kepada Ketua Komite Medik pada akhir
tahun.

Pasal 112

Tugas dan tanggungjawab Sub Komite Rekam Medis adalah :

a
b.

C.

Menyusun kebijakan dalam menjaga Kerahasiaan Rekam Medik;
Menyelenggarakan penyuluhan, pembinaan dan penerapan Sistem Rekam Medik
yang baik;

Mensosialisasikan tanggung jawab RS, Kewajiban dokter untuk mengisi Rekam
Medik secara lengkap dan benar hak dan kewajiban pasien berkaitan dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;

Membahas dan memantau kelengkapan pengisian status;

Menetapkan bentuk dan isi formulir data hasil serta terapan simbol dan singkatan
yang dipakai,

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

Membuat laporan secara tertulis semua kegiatan Sub-Komite Rekam Medis
kepada Ketua Komite Medik pada akhir tahun.

Pasal 113

Tugas dan tanggungjawab Sub Komite Akreditasi Rumah Sakit

b.

C.

Menyusun kebijakan dalam upaya mensosialisasikan proses akreditasi RSUD
Kabupaten Bekasi pada semua Anggota Komite Medik;

Mensosialisasikan Tanggung Jawab semua Anggota Komite Medik untuk
menyukseskan Proses Akreditasi di RSUD Kabupaten Bekasi;

Menginformasikan secara aktif kemajuan proses akreditasi, kendala / hambatan
yang ada serta secara bersama sama mencari solusi pemecahannya;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan,

Membuat laporan secara tertulis semua kegiatan Sub-Komite Akreditasi Rumah
Sakit kepada Ketua Komite Medik pada akhir tahun.

Pasal 114

Kewenangan sub komite adalah sebagai berikut :

a,

Urtuk sub komite kredensial dan proctoring, melaksanakan kegiatan kredensial
dan proctoring secara adil, jujur dan terbuka secara lintas sektoral dan lintas
fungsi;



, sub komite etika dan disiplin profesi, melakukan pemantauan dan

enanganan masalah efika profesi kedokteran dan disiplin profesi dengan
melibatkan lintas sektoral dan lintas fungsi;

d. Untuk sub komite farmasi, terapi dan alat kesehatan, menyusun formularium dan
perencanaan pengadaan alat kesehatan serta maiakyhan monitoring dan evaluasi
penggunaanya secara lintas sektoral dan fintas fungsi;

a Untuk sub komite peningkatan mutu pelayanan medik, penelitian dan
pengembangan, melaksanakan kegiatan upaya peningkatan _rnutu pelayanan
medik, penelitian dan pengembangan secara lintas sektoral dan lintas fungsi;

f Untuk sub komite rekam medis, melaksanakan kegiatan dalam upaya
kelengkapan pengisian dan kerahasiaan rekam medis secara lintas sektoral dan
lintas fungsi:

g Untuk sub komite Akreditasi Rumah Sakit, melaksanakan kegiatan upaya
akreditasi rumah sakit secara lintas sektoral dan lintas fungsi.

Pasal 115

Tiap — tiap sub komite bertanggungjawab kepada ketua komite medis mengenai
pelaksanaan tuga dan kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Pasal 116

Guna memperlancar tugas sehari — hari periu tersedia ruangan perfemuan dan
komunikasi bagi kelompok staf medis, komite medis dan sub komite serta tenaga
administrasi purna waktu yang dapat membantu kelompok staf medis, komite medis
dan sub komite. Biaya operasional dibebankan pada anggaran rumah sakit,

BAB YV
TINDAKAN KOREKTIF

Pasal 117

Dalam hal staf medis diduga melakukan layanan kiinik tidak sesuai dengan pedoman
standar maka terhadap yang bersangkutan dapat diusulkan oleh komite medis untuk
dilakukan tindakan telsahan dan penelitian,

FPasal 118

Bilamana hasil telaahan dan peneliian menunjukkan kebenaran dugaan layanan
klinik tidak sesuai dengan pedoman standar pelayanan, maka komite medis dapal
mengusulkan kepada dwektur agar yang bersangkutan dilakukan tindakan koreksi
oleh kelompok KSM yang bessangiutan

Pasal 119

Jika setelah dilakukan tindakan kosskss yang bersangkutan masih melakukan hal yang
sama, maka Komite meds dapst memberkan usulan kepada direktur, agar yang yang
bersangkutan diberi sankss penowsangan kewenangan (privilege) atau sanksi
berdasarkan peraturan yang besslo



mira berhenti secara otomatis sebagai staf medis rumah sakit apabila
e=aikan masa kontraknya atau berhenti atas persetujuan bersama.

Pasal 122

Staf medis mitra yang telah menyelesaikan masa kontraknya dapat bekerja kembali
setelah menandatangani kesepakatan baru dengan pihak rumah sakit, selama masih

dibutuhkan,
BAE VI

SANKSI
Pasal 123

Staf medis rumah sakit, baik yang berstatus sebagal organik ataupun mitra, yang
melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan rumah
sakit, kiausula-klausula dalam perjanjian kerja atau etika dapat diberikan sanksi yang
beratnya tergantung dari jenis dan berat ringannya pelanggaran,

Pasal 124

Fembenan sanksi dilakukan oleh Direktur rumah sakit setelah mendengar pendapat
dari komite medis dengan mempertimbangkan kadar kesalahannya, yang bentuknya

dapat berupa :

Teguran lisan atau tertulis;

Pencabutan previlage;

Penghentian praktik untuk sementara waktu;

Usulan pemberhentian dengan tidak hormat bagi staf medis organik;

:anm;:::san perjanjian kerja bagi staf medis mitra yang masih berada dalam masa
0

® a0 o

BAB VIl
KERAHASIAAN DAN INFORMASI MEDIS

Pasal 125

(1} Bumah sakit
a. Rumah sakit berhak membuat peraturan yang berlaku di rumah sakit sesuai
dengan kondisi keadaan yang ada di rumah sakit;
b. E:Eah sakit wajb menyimpan rekam medis sesuai dengan perafuran yang
rlaku;
c. Isi dokumen rekam medis dapat diberikan kepada pasien ataupun pihak lain
atas ijin pasien secara terfulis dalam bentuk resume medis:
d. Isi dokumen rekam medis dapat diberkan untuk kepentingan peradilan dan
asuransi sesual dengan perafuran perundang — undangan.
(2) Dokter :
a. Mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien yang dirawat atau
keluarganya;
b. Merahasiakan segals sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga
setelah pasien itu meninggal dunia;
c. Menolak keingnan pasien yang bertentangan dengan hukum, peraturan
perundang — undangan dan etika profesi.



(3) Pasien

a.

Berhak memperoieh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang beriaku
di rumah sakit;

b. Berhak memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien,

¥ @

Berhak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk
data-data medisnya:

Wajib memberikan informasi yang lengkap dan juur tentang masalah
kesehatannya,

Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis antara lain
1, diagnosis dan tata cara tindakan medis;

2. tujuan tindakan medis yang dilakukan.

3. alternatif tindakan lain dan resikonya,

4 resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;

5. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Berhak meminta konsultasi kepada dokter lain (second opinion) terhadap
penyakit yang didertanya;

Berhak memberikan persetujuan atau menolak untuk pemeriksaan rujukan;

_ Berhak mendapatkan isi rekam medis dalam bentuk resume medis.

BAB IX
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 126

Hal — hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai tehnik
pelaksanaannya akan diatur kemudian

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 127

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

itetapkan di Cikarang Pusat

pada tanggal |15 TPESEMBERC 2093
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